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DENGAN RAIIMAT'I'TJI"IAN YANG IIIAIIA ESA

Bti PA'I'I SI'I'TJ BONDO,

bahwa dengan telah diserahkannya kewenangan bidang Keluarga
Berencana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten
Situbondo, dipandang perlu untuk membentuk Lernbaga yang menangani
bidang Keluarga Berencana dimaksud ;

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003
tentang Pedoman organisasi Perangkat f)aerah, maka status kelembagaan
Dinas Kependudukan, dan T'enaga Kerja Kabupaten situbondo
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor
23 Tahun 2001 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan, dan Tenaga Keda Kabupaten Situbondo tlitinjau kembali ;

bahrva guna maksud tcrsebut dalam hurul- a dan b konsideran ini, serta
sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (r) Undang - udang
Nomor 22 l'ahun 1999 tentang Penrerintahan Daerah, perlu rnenetapkan
Susunan organisasi dan '['ata Kerja Dinas Kependudukan, catatan bipil
dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo dengan suatu peraturin
Daerah.

undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto peraturan pemerintah Nomor
28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;

undang-undang Nomor 8 'rahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)) juncto undang-
undang Nomor 43 'fahun 1999 tentang perubahan Atas Undang-undang
Nomor 8 T'ahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor r6g,Tambahan Lembaran
Negara ttepublik Indonesia Nomor 3S90) ;
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3, Undang-undang Nomor l0 Tahun 1992 tentang perkembangan Kepen
dudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (l,embaran Negara
ItoPrrblik lndoncsia'l'ahun 1992 Nomrlr 35.'l'ambahan Lembaran Negara
Itepublik lndonesia Nornor 3475);

4. Undang-undang Nomor 22'fahun 1999 tentang pemerintahan Daerafr
([-embaran Negara Republik Inonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Itepublik Indonesia Nomor 3839) ,

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republlk
lndonesia 'fahun 1999 Nomor 72,'r'ambahan Lembaran Nigara Republik
lndonesia Nomor 384S) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 ,Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan propinsi sebagai Daerah otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nom or 54, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

7 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zoo:
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4262);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 'I'ahun 2003 tentang wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan pemberhentian pegawai Negen Sipil
(Lembaran Negara ltepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 2l Tahun
2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan produk-produk
l-lukum Daerah;

10. Keprtusan Menreri Dalarn Negeri dan otonomi Daerah Nomor 22 Tahun
2001 tentang l3ontuk Produk-produk Ilukum Daerah ;

I l. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 24 Tahun
2001 tentang l.embaran Daerah dan Berita Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nomor 130 - 67 Tahun 2002 tentang
Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;

13. l'eraluran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 Tahun 2001 tentang
Susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Tenagi
Kerja Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah (abupaten Situbondo Seri
C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 23lC).

Dengan persctujuan

DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

ⅣIEル1lJTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG
StlSUNAN  ORGANISASI  DAN  TATA  KERJA  DINAS
KEPENDUDUKAN,  CATATAN  SIPIL  DAN  KELUARGA
BEIヒENCANA KABllPATEN SITlサ BONDO.

Menctapkan
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BABI

KETENTUAN ljル lUルI

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom
yang lain sebagai Dinas Eksekutif Daerah ;

2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh
Pemerintah kepada Daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan
Republik lndonesia;

3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau Perangkat pusat di Daerah ;

4. otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

5. Daerah otonom, selajutnya disebut Daerah, adalah Kesatuan Masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan
lncngurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
bcrdasarkan aspirasi masyarakal dalarn ikatan Ncgara Kesatuan Republik
lndonesia ;

6. Bupati adalah Bupati Situbondo;
7. sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten situbondo ;

tl. l)inas Kcpcntludukan adalah Dinas Kcpendudukan, Catatan Sipil dan
Kcluarga llercncana Kabupalcn Situbondo ;

9 Kcpala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan
Keluarga Berencana Kabupalen Situbondo ;

10. Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan kepedulian dan peranserta
masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran,
pemtrinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga
untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera;

I l. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas
perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan
materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki
hubungan yang suci, selaras dan seimbang antara anggota dan antara
keluarga dengan masyarakat dan lingkungan ;

12. tinit l)elaksana 'l'eknis ninas yang selanjutnya disingkat upI'D, adalah
unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II

PEルIBENTUKAN

Pasa1 2

l)engan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Kependudukan, Catatan Sipil,
dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo.
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IIAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 3

( I ) Dinas Kependudukan, catatan Sipil, dan Keluarga Berencana adalah
unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang kependudukan, catatan
sipil, dan keluarga berencana;

(:2) Dinas Kependudukan, catatan sipiil, dan Keluarga Berencana dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab
Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Dinas Kependudukan, catatan sipil, dan Keluarga Berencana dalam
melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan
dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Kependudukan, catatan sipil, dan Keluarga Berencana mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang
kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana.

Pasal 5

l)alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas
Kependudukan, catatan Sipil, dan Keluarga Berencana menyelenggarakan
lLngsi :

a. Perumusan kebqakan teknis di bidang Kependudukan, Catatan sipil, clan
Keluarga Berencana;

b. Penyusunan program di bidang Kependudukan, catatan Sipil, Keluarga
Berencana, dan Keluarga Sejahtera;

c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan
tugas di bidang Kependudukan, catatan sipil, Keluarga Berencana, dan
Keluarga Sejahtera ;

d. Perumusan pedoman pelaksanaan program Kependudukan, catatan Sipil,
Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera ;

e. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

t. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas;
g Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

( I ) Organisasi Dinas Kependudukan terdiri dari:

a. Kepala Dinas ;
b. Bagian Tata Usaha ;

c. Bidang-bidang;
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d. Sub - sub Bagian ;

r:. Scksi-scksi ;

f. Kelompok Jabatan Fungsional ;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidarig
dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan sebagaimana tercantum
pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak teryisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

BAGIAN TATA TISAHA

Pasal 7

I3agian 'l'ata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis
administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas
Kependudukan.

Pasal 8

[Jntuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata
Usaha menyelenggarakan lungsi :

a. Pelaksanaan lata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan
adrninistrasi di lingkungan I)inas Kependudukan ;

tr. Pcnyusunan rcncana kegiatan Dinas Kependudukan ,

c. Polaksanaan urusan kcuangan;

d. l)claksanaan urusan bina program ;

e. Pelaksana urusan kepegawaian;

l'. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

( I ) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum ;

b. Sub Bagian Perencanaan.

(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha.
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Bagian Kedua

II IDANG KI' PENDTJ DTJKAN

Pasal l0

Bidang Kependudukan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga
Berencana d i bi dan g penye len gg araan adm in i strasi kependudukan.

Pasal 1 1

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakksud dalam Pasal 10, Bidang
Kependudukan menyelenggarakan fungsi :

, o. Pelaksanaan program dan pembinaan pendaftaran penduduk ;
i b. Penjabaran pedoman pelaksanaan kegiatan administrasi dan pendaftaran

I A Penduduli 'c. Pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan pendaftaran penduduk,
d. Penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu 'fanda Penduduk (KTP), Kartu

Penduduk Sementara, dan Kartu Identitas Penduduk Musiman serta Kartu
Keterangan Bertempat Tinggal ( KKBT ) ;

e. Penerbitan Kartu ldentitas Kerja ( KIK ) ,

f. Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan ;

g l'}cnyajian atau pelayanan inlbrmasi kependudukan ;

h. I'claksanaan kegiatan ketatausahaan ;

i. I'}elaporan hasil pelaksanaan tugas ;

j Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

J

asal 12

( 1) Bidang Kependudukan terdiri dari :

a. Seksi Administrasi Kependudukan ;

b. Scksi I'endaliaran Penduduk.

(2) Masing-rnasing Seksi sebagaimana dimaksud ayat (l) dipimpin oleh
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kependudukan.

Bagian Ketiga

BIDANG CATATAN SIPIL

Pasal 13

Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga
Berencana di bidang penyelenggaraan administrasi catatan sipil.
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Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang
Catatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis kegiatap catatan sipil ;

b, Penyuluhan dan Pelayanan akta catatan sipil kepada masyarakat;

c. Pengawasan dan pengendalian teknis kegiatan catatan sipil ;

d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan,

e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

( l) Bidang Catatan Sipil terdiri dari :

a. Scksi l'}elayanan Akte Clatatan Sipil ;

b. Seksi Peyuluhan Akte Catatan Sipil.

(l) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala ISidang Catatan Sipil.

llagian Kerempat

BIDANG KELTJARGA BERENCANA

Pasal l6

Bidang Keluarga tlerencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga
Berencana di bidang Keluarga Berencana.

Pasal l7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Bidang
Keluarga Berencana menyelenggarakan lungsi :

ir. l'crunrusarr kctlijakan teknis kegiatan kcluarga lrerencana ;

b. l)cngawasarr darr pcngendalian teknis kegiatan keluarga bercncana ;
c. f)elaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas,
e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

( I ) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :

a. Seksi Komunikasi Infbrmasi Edukasi (KIE), Distribusi Alat Obat
Kontrasepsi, dan Pengayoman Keluarga Berencana ;

b. Seksi Pendewasaan Usia Perkawinan dan Partisipasi Pria.
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(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin
olclr Kcpala Seksi yang berada di frawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Bagian Kelima

BIDANG KELUARGA SEJAHTERA

Pasal 19

Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
melaksanakan tugas Dinas Kependudukan,
Berencana di bidang keluarga sejahtera.

membantu Kepala Dinas dalam
Catatan Sipil, dan Keluarga

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Keluarga
Sejahtera menyelenggarakan lungsi :

a. Penyusunan rencana pelaksanaan program Keluarga Sejahtera;

b. Pengendalian pelaksanaan program Keluarga Sejahtera ;

c. Pengelolaanketatausahaan ;

d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 2l

( I ) 13idang Keluarga Sejahtera terdiri dari :

a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ;

b. Seksi Pembinaan Institusi Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin
oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Keluarga Sejahtera.

Bagian Keenam

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal22

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya ;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan
Keluarga Berencana sesuai bidangkeahlian dan kebutuhan '

(2)
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Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir
fungsional senior dan dalam melaksanakan
jawab kepada Kepala Dinas ;

oleh seorang tenaga
tugasnya bertanggung

⌒

⌒

Jurnlah Jabatan F-ungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis,.dan
beban kerja;

Jenis Jabatan firngsional diatur sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

lり NET PELAKSANAri,EKNIS DINAS

Pasal 23

(1) Unit Pelaksana 'feknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang
menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Kependudukan, catalan
Sipil, dan Keluarga Berencana dalam suatu tugas teknis operasional
tertentu ;

(2) Unit Pelaksana 'l'eknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang
berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

(3) LJnit Pelaksana 'l-eknis Dinas akan diarur lebih lanjut dengan
Keputusan Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasa1 24

( I ) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan,
catatan Sipil dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugasnya
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan
sinkronisasi ;

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;

(3) Kepala tlagian T'ata [Jsaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip
keterpaduan dan pernant-aatan pelaksanaan program, baik dalam
lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang
tugas masing-rnasing setelah mendapat petunjuk dari Kepala l)inas ;

(4) Kepala Bagian 'fata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan
Kcpala Seksi rnasing-masing bertanggung jawab memberikan
bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan
pe laksanaan tugasnya menurut j enj ang j abatan masi ng-masi ng.
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BAB V】

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasa1 25

(1) Kcpala Dinas, Kcpala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang
diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul SekretaHs I)acrah;

(2)Kcpala Sub Bagian,dan Kcpala SckJ dianま at dan dibcrhentikan
olch Sckrctaris Dacrah atas pelirnpahan kcwenangan Bupati;

(3) Kclompok Jabatan Fungsional diangkat dan dibcrhcntikan sesuai
dcngan Pcraturan Perundang― undangan yang bcrlaku.

Pasal 26

( I ) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;

(2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas Kependudukan,
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana berhalangan dalam
nrcnjalankan tugasnya, nraka Atasan l-ansung Pejabat dirnaksud
da;lat nrcnunjuk salah satu pcjabat struktural untuk rnewakilinya.

BAB VH

KETENTUAN PERAl」 HIAN DAN PENUTUP

Pasal 2l

Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas
Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana akan ditetapkan
dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan

Daerah ini.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulaiberlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
28 Januari 2004

UBONDO,

Drs.II.
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Diundangkan di Situbondo
panda tanggal 3 Pebruari 2004

I,I]MI]AI(AN DAERAI'I KABUPAI'EN SITI.]BONDO TAHUN 2004, SERI D, NOMOR 13

I )iunrunrkan di Situbondo
parrda tanggal 5 l'ctlnrari 2(X)-l

⌒ BlrRl'l'A DAERAH KABUPAI'EN SII'UBONDO TAHUN 2004. SERI D. NOMOR 13

CT12SノLEMBAGA 2003ヽ D!NAS KEPENDUDUKAN

EllAII KABlリ

NIP.510051844

ARIS DAERAH KABIJPATEN

NIP 510 095 416
ernbin
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR 14 TAHUN 2CX34

TENTANG

StlSUNAN ORCANISASI DAN′ I｀ATA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN,CATATAN SIPIL DAN KELUARCA BERENCANA

KABUPATEN SITUBOND0

I. I'IiNJIiI,ASAN T]MTJNT

I)engan telah diserahkannya kewenangan bidang Keluarga Berencana 6ari Pemerintah pusat
kepada Pemerintah Kabupaten Situbondcl dan dengan ditetapkannya peraturan pemerinlah
Nomor 8 'l'ahun 2003 tentang l)edoman Organisasi Perangkat Daerah, serta sebagai
;rclaksatraan kclcttluan l'}asal 68 ayal ( l) t jndang - undang Nomor 22 'l'ahun 1999 tentang
l)ctttcritttahatt [)acrah, tnaka perlu rneninjau kenrbali status kelembagaan Dinai
Kepcndudukan dan 'l'enaga Kerja Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalim peraturan
Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 23 J'ahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Kependudukan, dan Tenaga Kerja Kabupalen Situbondo dengan menempatkan
pellanganan bidang keluarga berencana dalam struktur organisasi Dinas tersebut.
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I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAI,

l'asal I l)asal ini memuat pengertian istilah
dalam Peraturan Daerah ini
Pcngcrtian tcrsebut dimaksudkan
timbulnya salah tafsir dalam
melaksanakan pasal-pasal yang
Paeraturan Daerah ini.

yang dipcrgunakan

untuk mencegah
memahami dan

tercantum dalam

l'asal 2 sampai dengan pasal 2l

Pasal 22 ayat (l)

Cukup jelas.

Yang dimaksud Pejabat F-ungsional adalah kedudukan
yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu
serta bersifat mandiri.

Pasal 22 ayat (2) sampai dengan : Cukup jelas.
Pasal 28
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